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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten: Sumenep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah ‘Raga
Kabupaten Sumenep ' ' :

1. Undang- Undang Nomor 12? Tahun 2011 tentang
Pembentukan. . Peraturan: Perundang-undangan
(Lembaran Negara ‘Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494}); ,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah ‘diubah. beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun‘ 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, :Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan

4. Peraturan Peme ;ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia | Tahun 2005 Nomor /165, Tambdhan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4593)

S. Peraturan Pre&den Nomor 87 ’I‘ahun‘2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)" SR

6. Peraturan: Pemermtah Nomor:18 Ta ,Un 2016‘ vtentang
Perangkat |/Daerah i (Lembaranw Negara’ Repubhk
Indonema"l‘ahun" 2016 Nomor 114, TambaHan
Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 5887) ‘

7. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 ’I‘ahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara. Repubhk Indoneswl Tahun 2015 Nomor
2036) : ,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat . Daerah (Lembaran Daerah Daerah
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10); . SENAT

9. Peraturan Bupati- Sumenep Nomor:'42 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Orgamsasn; Tugas

Fungsi dan Tata Kerja Dmas Par1w1sata Kebudayaan

Pemuda dan  Olah Raga Kabupaten v Sumcnep

(Lembaran Daerah Daerah Sumencp ’I‘ahurﬁ 2016

Nomor 42). S RN R

k]

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI . TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN - ORGANISASI, TUGAS:! FUNGSI DAN ‘TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ‘PADA : DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN SUMENEP P

")!‘ iy
! \ ‘

T "BABT .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ‘| o R

Dalam Peraturan ini yang d1maksud dengan ; IR

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; |

2. Pemermtah Kabupaten adalah Pemermtah Kabupaten
Sumenep, > ' ‘ N

3. Bupati adalah Bupati Sumenep, T :_\H

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupat1 Sumenep,‘ C

5. Perangkat Daerah adalah ‘unsur, pembantu Bupat1
dalam penyelenggaraan pemermtahan daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah Sekretariat  DERD,
Inspektorat ‘Dinas Daerah,‘ Badan Daerah dan

Kecamatan;" "' ' . :«'i".:i_ L ‘ﬂj‘iv:}j
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6. Dlnas Daerah adalah Dmas Par1w15ata Kebudayaan
Pcmuda dan Olah RagalKabupaI;en Sumenep, SRR
7. Unit’ Pclaksana ‘ :
adalah Unsur, elaksana tckni% operasmnal Dlnas
Pariwisata, - Kebudayaan Pemuda dan ‘ Olah Raga
Kabupaten Sumenep, § 'j
8. Kepala ‘UPT .adalah .Kepala UP’I‘ pada Dmas
Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, _' ‘
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
mcnunjukan tugas, tanggung Jawab wewenang dan
hak seorang Aparatur S1p11 Ncgara dalam rangka
memlmpln suatu satuan organlsas1 perangkat daerah
10. Jabatan Fungsmnalz L adalah i kedudukan "yang
menunjukkan tugas tanggung]awab wewenang dan
hak seorang Aparatur ‘Sipil Negara dalam, suatu
satuan organlsa31 yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan; pada ‘keahlian dan/atau keterampllan
tertentu. serta bcralfat mand1r1 ' ‘ a

\kms !yang selanjutnya dlsebut‘.UPT

Lo saBn ‘
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) UPT mcrupakan unsur pelaksana keglatan tekms
operasional dan/atau keglatan teknis ‘penunjang
tertentu di: bldang par1w1sata kebudayaan pemuda
dan olah raga.,

(2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dlbawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala'] Dmas

(3) UPT bebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah UPT
Kelas A, dan terdirt. dar1 ‘f L se

UPT Museum Keraton; ‘ - i

UPT Wisata Pantai Lombang,

UPT Wisata Pantai. ‘Salopeng; -

UPT Wisata Pulau Gili Iyang; dan

UPT Wlsata Pulau G111 Labak

°po0 o

Pasal 3 ; : 1‘
Susunan Organlsa31 UP’I‘ sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdm atas o '
a. Kepala UPT; . | ' AU
b. Kepala Sub Baglan Tata Usaha T
c. Pelaksana urusan; dan i o
d. Kelompok Jabatan F‘ungsmnal C '

Pasal q

Bagan Struktur Organlsasl UP’I“ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ‘'sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan baglan tidak . terpisahkan dengan
Peraturan Bupat1 ini. ‘ el : [




(1)

| BABIII BT
TUGAS DAN FUNGSI SEUEL

L Baglan Kesatu ! AN
o UPT MuSeum Keraton i AISTN

UPT Museum Kerato sebagalmana dlmaksud Pasal 2
ayat . (3) huruf a mcmpunyal tugas melaksanakan
urusan . 'tekms terkalt dengan obyek par1W1sata
permuseuman - SRR
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud
pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fung51
a. pelaksanaan urusah surat menyurat pengetlkan
penggandaan pendlstrlbu51an dan tata kear31pan
b. pelaksanaan urusan ‘surat menyurat penget1kan,
penggandaan pendlstrlbu31an dan tata kear31pan
C. pelaksanaan pengolahan data dan . menyusun
rencana keglatan umt pelaksana tekms Museum

d. pclaksanaan; pelayanan ‘ pengaturan © pada
pengunjung museum; R B

e. pelaksanaan' . pemellhdraan e f%_peralatan,
perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;

f. pelaksanaan ‘administrasi pembukuan
pendapatan pelaporan  dan penyetoran

pendapatan Museum ke Kas Daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala
Dinas. . .« . T AR
: . ,“;'.! :‘t;.‘*:“ g
Baglan Kedua
UPT Wlsata Panta1 Lombang

B ‘P.a'sal 6 |

UPT Wlsata Panta1 Lombang %ebagalmana dlmak%ud

Pasal 2 - ayat (3) huruf ‘b, mempunyai. ; tugas

melaksanakan urusan tekms terkait dengan obyek

pariwisata Pantai Lombang :

Dalam melaksanakan ‘tugas sebagaimana dlmaksud

pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan surat ‘menyurat, pengetlkan
penggandaan pendlstr1bu51an dan tata kear31pan

b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun
rencana keglatan UPT; N ‘ -

c. pelaksanaan pelayanan‘ pengaturan .| pada
pengunjung wmata pantau Lombang,




(1)

d. pelak%anaan Pl pemellharaan peralatan
‘perlengkapan keamanan dan keber31han kantor

€. pelaksanaan pemungutan retr1bus1 pendapatan
syah lamnya d11mgkungan w1sata Pantal lombang,

f. pelaksanaan admmlstraSI Lo Q'pembukuan
pendapatan . pelaporan ; ;;-‘dar‘i;; . ‘penyetoran
pendapatan Wls’ tal kas

Lombang ke
daerah dan h

Tl 'Ba an’ Ketlga' ”; !
UPT Wlsata Panta1 Salopeng

PR

; 'Pa_sal-7 ‘_ E

UPT Wlsata Panta1 Salopeng sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal, 2 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas

melaksanakan urusan teknis terkalt dengan obyek

pariwisata Pantai Salopeng ‘ A

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmalTsud

pada ayat (2), UP’I‘ menyelenggarakan fung51 i

a. pelaksanaan urusan surat, menyurat pengetlkan
penggandaan pendlstrlbu31an dan tata kear31pan

b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun
rencana keglatan UPT; S

C. pelaksanaan pclayanan pﬁehgatu’réﬁ l'f)ada
pengunjung Wisata Pantai Salopeng; ‘ SIS
d. pelaksanaan pemehharaan peralatan,

perlengkapan, keamanan dan keber31han kantor;

e. pelaksanaan pemungutan ‘retribusi, pendapatan
syah lamnya dilingkungan wisata Pantai Salopeng,

f. pelaksanaan_‘ . administrasi : ; pembukuan
pendapatah : - pelaporan ; dén- . penyetoran
pendapatan Wlsata Pantéu Salopeng ke Kas
Daerahdan ‘

g. pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala
Dinds. ©~ | ' . : ‘ |

i

Bagxan Keempat
UPT Wlsata Pulau Gili Iyang o

o ,Pasa1‘8.v‘

UPT Wisata Pulau Gili Iyang Sebagalmana dlmaksud
dalam Pa%al 2 ayat (') huruf d, mempunyau tugas
melaksanakan urusan teknls terkalt dengan obyek
par1w1sata Pulau Gili Iyang ’

g




(2)

Dalam melaksanakan tugas sebaga1mar1a dlmaksud
pada. ayat (2), UPT meﬁyelenggarakan fungS1 L ] ¥
a. pelaksanaan urusén surat menyurat pengetllkan
penggandaan pendlstﬂbu51an dan tata kear31pan
b. pelaksanaan pengolahan data dan menyusun

rencana keglatan UPT;

oy

C. pelaksanaan i pelayananf : pengaturan jpéda
pengumung w1sata Pulau Gili. Iyang, : " .’ ;;' |
d. pelaksanaan pemehharaan o peralatan

perlengkapan keamanan dan kebersman kantor

e. pelaksanaan pemungutan retrlbu31 pendapatan
syah lamnya dllmgkungan wisata: Pulau G111 Iyang,

f. pelaksanaan admlnlstr331 pembukuan
‘pendapatan pelaporan daﬁ‘; penyetoran
‘pendapatan Wlsata Pulau G111 Iyang ke Kas
Daerah; dan R T T T R I j :

g. pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala
Dinas. !

e Baglan Kehma
UPT Wisata Pulau G1h Labak

Paéal 9 ' ’

UPT Wlsata Pulau G111 Labak %ebagalmana d1maksud
dalam Pasal 2 ayat (B) huruf e, mempunya1 tugas
melaksanakan urusan tekms tcrkalt dengan obyek
par1w1sata Pulau G111 Labak L S
Dalam melaksanakan';tugas scbagalmana dlmaksud
pada ayat (2), UPT menyelenggdrakan fungel ‘;‘j ;: 5 :
a. pelak%anaan uruean ‘surat’ menyurat pengetlkan
penggandaan; pcndlétrlbuman dan tata kearsman
b. pelaksanaan‘ pengolahan data’ dan menyusun
rencana. keg1atan UP’I‘ SR ‘ p

c. pelaksanaan pelayanan ' pengaturan pada
pengunjung wisata Pulau Gili Labak; ]
d. pelaksanaan pemehharaan peralatan

perlengkapan keamanan dan kebersman kantor

e. pelaksanaan pemungutan retrlbu51 pendapatan
syah lamnya dllmgkungan w1sata ‘Pulau Gili Labak;

f. pelaksanaan admmlstra51 pembukuan pendapatan
pelaporan “dan penyetoran pendapatan’ Wisata
Pulau Gili Labak ke, Kas Daerah; dan. ‘

g. pelaksanaan tugas lam yang dlberlkan oleh Kepala

i

Dinas.




Baglan Keenam SRR S
- Sub Baglan Tata Usaha .

P,ésal ijf1o :

Pasal 3. ayat (1) huruf b mempunya1 tugas it

a. menylapkan z,konsep surat.’ menyurat* ! pengetlkan
penggandaan pendlstnbu31an dan; tata ker31par1 serta
mcnylapkan datd rcnoana keglatan UPT TR

b. melakukan l g keglatan " admlnlstra31 7 keuénéan
kepegawa1an ketatalaksanaan o perlengkapan
kebersxhan keamanan dan ketertlban kantor S

c. memelihara | pcralatan, perlengkapan keamanan
kebersihan kantor dan’ melaksanakarl keglatan
keprotokolan serta menylapkan pelayanan sarana dan
prasarana UPT; C ‘

d. melaksanakan pemantauan (momtormg) dan evalua51
pelaksanaan program dan hasil- -hasilnya; ;f,‘, o 3 o

e. menyusun hasﬂ evalua51 pelaksanaan keglatan dan
permasalahan sebagal bahan 1aporan dan ! '

f. melaksanakan, tugas lain iyang dlberlkan oleh chala
Unit Pelaksana ’I‘ekms L ‘ ’

A Baglan Ketu_]uh
' Pelaksana Urusan

"Pasa‘l‘ll ; ‘

(1) Pelaksana Urusan melaksanakan tugas UPT sesual
dengan uraian tugas. Lo ‘ ' :
(2) Uraian tugas Pelaksana Urusan dltetapkan oleh
KepalaUPT. © 1 o0

Baglan Kedelapan — SR ,"_
Kelompok Jabatan Fungsmnal ‘

. PaSal 12N.l ; o :

(1) Kelompok JaBatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan' sebagian tugas UPT sesuai dengan
keahlian dan keterampllan yang dlbutuhkan .

(2) Kelompok  Jabatan Fungsional. : sebaga1mana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dar1 se_]umlah tenaga,
dalam jenjang Jabatan fungsional yang' terbagi dalam
berbagal kelompok sesual dengan bldang keahharmya
atau keterampllannya~ AR ' ‘

i
|




i

(3) Jumlah tenaga fungsmnal _]CHIS dan Jenjang Jabatan
fungsional %ebagalmana dlmakbud pada ayat (2)
dltentukan berdasarkan kebutuhan dan bcban kcha
yang" dlatur berdasarkan peraturan perundang—
undangan yang berlaku ‘

1 RN o

Kepala UP’I‘ \Va_]lb menyusun rencana kerja yang mengacu
pada rencana strategls Dmas dengan melaksanakan
prinsip koordma31 1 1ntegra51 dan Smkromsa31 secara
vertikal dan horrsOntal scrta mcmberlkan blmbmgan dan
petunjuk kepada bawahannya masmg masmg

: BAB v
'PENGISIAN JABATAN

Pas‘a114- ‘
Kepala UPT dan Kepala .Sub Baglan Tata {Usaha
sebagalmana dlmaksud :dalam Pasal: 3, dlangkat dan
diberhentikan oleh Bupat1 sesual dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

~Pasal 15

Pada saat Peraturan 'Buﬁ)a't'i ini mulai berlaku, " maka
Peraturan .Bup‘ati Sumenep Nomor .28 . Tahun 2009
tentang Tugas dan F‘ung31 Unit Pelaksana Tekms (Berita
Daerah Kabupaten Sumcnep Tahun 2009 Nomor 405)
sebagaimana telah’ diubah dcngan Peraturan Bupat1
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan; Atas
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fung51 Unit Pelaksana Teknis (Berlta
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tldak berlaku ' :




Diundangkan ¢
Kabupy

Tanggal :
Tahun

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal 13 JAN 2017

BUP. UMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

am Berita D

Sun:j'zr“ 20\‘,

Nomor : 8
s'Dacrah




Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 8 Tahun 2017

Tanggal : 43 JAN 201

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT

KELOMPOK

JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA

URUSAN URUSAN URUSAN
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Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.




